
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PENETAPAN

Nomor 1575/Pdt.G/2024/PA.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara; 

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Katolik,  Pekerjaan Mengurus

Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian

Lepas,  Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Pertama,

tempat  kediaman  di  Kecamatan  Kalasan,  Kabupaten

Sleman, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat  dalam  surat gugatannya  tanggal  06  November

2024 yang  didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sleman,  Nomor

1575/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  24  April  1999,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kapanewon  Kalasan,  Kabupaten  Sleman,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 24
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April 1999, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat

berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah;

3. orang tua Tergugat selama 24 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang

bernama xxxxxxxxx, lahir di Sleman, 31 Desember 1999 usia 24 tahun;

4. Bahwa sejak sejak awal nikah keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

 Bahwa sejak  awal  nikah Tergugat  tidak  dapat  memberi  nafkah

secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk

dirinya  sendiri  tanpa  memperhatikan  Penggugat  dan  rumah  tangga

bersama dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya

dapat memberikan penghasilan setiap minggunyasebesar Rp. 200.000,-

(dua ratus  ribu  rupiah)  itupun kadang dikasih kadang tidak,  sehingga

tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  bersama  dan  untuk

memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

 Bahwa sejak  tahun  2004  Penggugat  telah  murtad  atau  pindah

agama menjadi Katholik;

5. Bahwa  segala  hal  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  pertengkaran,

perselisihan  secara  terus-menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat,

puncaknya sejak Desember 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman

bersama karena diusir dan sekarang tinggal di (Kos Ibu Tukimin) Dusun x

Kabupaten  Sleman,  sehingga  sejak  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah tempat tinggal;

Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  alasan  Penggugat  untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

yang  terjadi  terus  menerus  dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam suatu

ikatan  perkawinan  telah  memenuhi  unsur  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (k) peralihan

agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam

rumah tangga (Penggugat telah menjadi katholik) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
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6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Memfasakh  perkawinan  Tergugat  (TERGUGAT)  dan  Penggugat

(PENGGUGAT) karena Penggugat Murtad;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

 Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas)  Nomor  1575/Pdt.G/2024/PA.Smn  Tanggal  08  November  2024  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat, dan Penggugat

mengajukan permohonan  secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Selanjutnya  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal

yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan

untuk mencabut perkaranya;
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Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada

tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,

maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan  tersebut  diatas  Majelis

mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perkara

dinyatakan selesai karena dicabut; 

Menimbang,  bahwa pencabutan perkara tersebut  telah sesuai  dengan

pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut

perkaranya;

3. Menyatakan  perkara  nomor  1575/Pdt.G/2024/PA.Smn  selesai

karena dicabut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian  dijatuhkan  penetapan  ini  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  19  November  2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah. Oleh kami

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri,

M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
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juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

Drs. H. Asri, M.H. H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1 PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00

c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2 Proses : Rp 125.000,00
3 Panggilan : Rp 240.000,00
4 Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 435.000,00

Salinan penetapan yang sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atau permintaan ………………..
Sleman, ………………………
Oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman

Anas Mubarok, S.H.
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